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UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ABSTRAK bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, perlu
dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Selatan; bahwa berdasarkan ketentuan Bab Il huruf C
angka 1 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-
Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Media Informasi yang digunakan
dalam penyampaian informasi kepemiluan dan kelembagaan salah satunya
Platform Media Sosial (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan
TikTok); bahwa untuk melaksanakan poin 1 Surat Ketua Komisi Pemilihan
Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/I1/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal
Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas
Kelembagaan KPU dimana masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota mengaktifkan akun resmi media sosial; berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan
tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Selatan.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikola Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, pendidikan pemilih
dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan
Partsipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi



CATATAN

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan
Umum,Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Jendral Komisi Pemilihn Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2022

diatur tentang :

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Selatan.
- Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak

tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2022.
- Lampiran 6 halaman



